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PALU, MERCUSUAR - Kejari Buol
akan mengusut hporan hasil peme-
riksaan (LHP) Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) yang menyatakan
pengelolaan keuangan 'daerah
Kabupaten Buol disclaimer.

Demikian ditegaskan Kajari Buol,
Wahjudi SH pada mediaini saat

mengantar Wakil Jaksa
Agung, Darmono di
Bandara Mutiara Palu,
“Senin sore (11/7).
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temuan LHP
BPK di Kabu paten Buol akan
dilakukan sesuai mekanisme yang
berlaku. Dimana setiap pemerintah
daerah, diberi waktu 60 hari untuk
melakukan klarifikasi -sekaitan
temuan itu (LHP BPK). Apabil dalam
tenggat waktu tersebut (60 hari), tak
dapat diklarifi-kasi, maka temuan

yang masuk ranah pidana korupsi
diserahkan dan ditindaklanjuti
penegak hukum.

“Inikan masih dalam tahapan klari-
fikasi, jadi di DPRD. Kami belum mau
berkomentar,” tuturnya seraya meno-
lak jika dikatakan pihak-
, Nya enggan usut te-
muan LHP BPK di
“Buol
i Qlehnya, saat ini.

pihaknya belum me-
nentukan sikap sekaitan
LHP BPK yang menyatakan
pengelolaan ke uangan
daerah Buol disclaimer. Hal
itu menunggu batas waktu
Kiarifikasi selesai. “Jadi memang ini
memiliki tahapan. Apalagi temuan
BPK tak seluruhnya masuk pidana
korupsi, hingga harus dikaji sebelum
kami (kejari) tindaklanjuti,”
terangnya.

Baca KLARIFIKASI di hal. 11
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- KLARIFIKASI ...

Ditanya apakah pihaknya telah mengantongi
LHP BPK, ia mengaku belum. Namun hal itu
bukan'kendala, jika pihaknya melakukan penyeli-
dikan. “Kita tunggu saja hingga batas waktu
Kiarifikasi 60 hari. Jika ada temuan yang

" mengindikasikan kerugian keuangan negara,
pasti kami tindaklanjuti,” tutupnya me-negaskan.

Sebelumnya, empat tahun Amran Batalipu
meniimpin Kabupaten Buol, empat kali pula BPK
Perwakilan Sulteng memberikan ‘rapor merah’
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah. Daerah

(LKPD). Tahun 2010, tercatat kerugian daerah
mencapai Rp15,26 miliar.

Selain kerugian daerah senilai Rp15,26 M itu,
BPK juga mencatat temuan dalam per
tanggungjawaban keuangan Kabupaten Buol
sebesar Rp36,17 M. Kondisi pertanggungjawaban
keuangan yang buruk ini membuat BPK RI
memberi penilaian disclaimer (tidak memberikan
pendapat)

Amran Batalipu justru menuding, opini dis-
claimer terhadap Laporan LKPD Buol yang

..5ambungan dari hal. 1

menjadi-temuan BPK adalah urusan keuangan
daerah sebelum masa kepemimpinannya sebagai
bupati.

“Yang perlu diingat, yang menjadi temuan bukan
dizaman saya jadi Bupati, disclaimerterjadi karena
beberapa hal termasuk pengembalian oleh pejabat
dan mantan pejabat yang hingga saat ini belum
diselesaikan, jika mereka tidak mau mengem-
balikan solusinya ke ranah hukum (kejaksaan),
kata Amran di Gedung DPRD Kabupaten (Dekab)
Buol, Selasa (28/7). ack



                     






